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BAB I
PENDAHULUAN


1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
	Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, progam dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

	Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada                gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
           
[image: D:\BAPPEDA ARI\DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH 2021 VERIFIKASI\bagan-alir-tahapan-penyusunan-rencana-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah-provinsi-l.jpg]	














Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan Renja K/L, selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kabupaten/Kota terkait, keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2
   Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Selain itu, Renja Perangkat Daerah memiliki sinergisitas dengan Renja K/L dan RPJMN karena program prioritas dalam Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang ada di dalam Renja K/L dan RPJMN berupa usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) atau APBN.
1. 2. Landasan Hukum 

Berikut landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2026:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33); 
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
21. Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 18);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor …).

1. 3. Maksud dan Tujuan 
Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2026 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra melalui dokumen perencanaan kinerja tahunan.
Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2026 ini adalah :
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2026
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja

1. 4. Sistematika Penulisan 
Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I  Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut :
1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 
1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur  tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 
1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja  Perangkat Daerah. 
1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 

Bab II, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan substansi bab sebagai berikut :
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,k ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel T-C.29.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,  penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, lampiran tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan subtansi bab sebagai berikut: 
3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembagunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, diambil dari Sistem SIPD-RI 2026 
BAB V Penutup berisikan uraian penutup :
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah,  nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Peragkat Daerah yang bersangkutan.


          LAMPIRAN
1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2026)
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.







BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan atau kebijakan. Lebih lanjut evaluasi dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.
		Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sampai dengan tahun berjalan (2025) disajikan dalam format T-C.29 pada Tabel 2.1 berikut :




	
Tabel 2.1   (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
DAN PENCAPAIAN RENSTRA s.d TAHUN 2025
PROVINSI RIAU
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KODE
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)
	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA TAHUN 2019 - 2024)
	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s.d TAHUN 2023 (n-3)
	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)
	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
	TINGKAT CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (%)

	
	
	
	
	
	TARGET  RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (n-2)
	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (n-2)
	TINGKAT REALISASI (%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	8
	9
	10

	2.16.
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16.1..
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang komunikasi, informatika dan statistik 
	    100 
	 Persen 
	        100 
	 Persen 
	     100 
	 Persen 
	       100 
	 Persen 
	 
	 
	 

	2.16.1.101.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	       22 
	 Dokumen 
	              - 
	 Dokumen 
	        11 
	 Dokumen 
	         11 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                 11 
	                            00 

	2.16.1.101.1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	       22 
	 Dokumen 
	              - 
	 Dokumen 
	        11 
	 Dokumen 
	         11 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                 11 
	                            100 

	2.16.1.102.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah 
	         4 
	 Dokumen 
	 
	 
	          1 
	 Dokumen 
	           1 
	 Dokumen 
	                      1 
	                              200 
	 

	2.16.1.102.1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	    100 
	 Orang 
	        100 
	 Orang 
	     100 
	 Orang 
	       100 
	 Orang 
	                  100 
	                               100 
	                            100 

	2.16.1.103.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Tersusunnya Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah 
	         4 
	 Laporan 
	 
	 
	          1 
	 Laporan 
	           1 
	 Laporan 
	 
	 
	 

	2.16.1.103.6
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	         4 
	 Laporan 
	             1 
	 Laporan 
	          1 
	 Laporan 
	            1 
	 Laporan 
	                  100 
	                                    2 
	                            50 

	2.16.1.105.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Terselenggaranya layanan Administrasi Kepegawaian 
	   400 
	 Paket 
	 
	 
	    100 
	 Paket 
	 
	 Paket 
	 
	 
	 

	2.16.1.105.2
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
	    100 
	 Paket 
	              - 
	 Paket 
	     100 
	 Paket 
	             - 
	 Paket 
	                       - 
	                                     - 
	                               - 

	2.16.1.106.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terselenggaranya  Jenis layanan Administrasi Umum 
	   290 
	 Paket 
	 
	 
	       74 
	 Paket 
	          74 
	 Paket 
	 
	 
	 

	2.16.1.106.1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	       80 
	 Paket 
	           20 
	 Paket 
	        20 
	 Paket 
	         20 
	 Paket 
	                  100 
	                                 40 
	                            50 

	2.16.1.106.2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	    102 
	 Paket 
	           25 
	 Paket 
	        27 
	 Paket 
	         27 
	 Paket 
	                  100 
	                                 52 
	                            51 

	2.16.1.106.4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	         8 
	 Paket 
	             2 
	 Paket 
	          2 
	 Paket 
	            2 
	 Paket 
	                  100 
	                                    4 
	                            50 

	2.16.1.106.5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	    100 
	 Paket 
	           25 
	 Paket 
	        25 
	 Paket 
	         25 
	 Paket 
	                  100 
	                                 50 
	                            50 

	2.16.1.106.9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	         4 
	 Laporan 
	             4 
	 Laporan 
	          4 
	 Laporan 
	            4 
	 Laporan 
	                    75 
	                                    4 
	                          100 

	2.16.1.108.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah 
	      12 
	 Laporan 
	 
	 
	          3 
	 Laporan 
	           3 
	 Laporan 
	 
	 
	 

	2.16.1.108.1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	         4 
	 Laporan 
	             1 
	 Laporan 
	          1 
	 Laporan 
	            1 
	 Laporan 
	                  100 
	                                    2 
	                            100 

	2.16.1.108.2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	         4 
	 Laporan 
	             1 
	 Laporan 
	          1 
	 Laporan 
	            1 
	 Laporan 
	                  100 
	                                    2 
	                            100 

	2.16.1.108.4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	         4 
	 Laporan 
	             1 
	 Laporan 
	          1 
	 Laporan 
	            1 
	 Laporan 
	                  100 
	                                    2 
	                            100 

	2.16.1.109.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	   162 
	 Unit 
	 
	 
	    162 
	 Unit 
	162
	 Unit 
	 
	 
	 

	2.16.1.109.2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	       18 
	 Unit 
	           18 
	 Unit 
	        18 
	 Unit 
	         18 
	 Unit 
	                  100 
	                                 36 
	                          200 

	2.16.1.109.6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	    142 
	 Unit 
	        142 
	 Unit 
	     142 
	 Unit 
	       142 
	 Unit 
	                  100 
	                               284 
	                          200 

	2.16.1.109.9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	         2 
	 Unit 
	             2 
	 Unit 
	          2 
	 Unit 
	            2 
	 Unit 
	                  100 
	                                    4 
	                          200 

	2.16.3.
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Pemenuhan Indikator SPBE
	      90 
	 Persen 
	 
	 
	       89 
	 Persen 
	        89 
	 Persen 
	 
	 
	 

	2.16.3.101.
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau
	         3 
	 Unit 
	 
	 
	          1 
	 Unit 
	           1 
	 Unit 
	 
	 
	 

	2.16.3.101.3
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	         3 
	 Unit 
	              - 
	 Unit 
	          1 
	 Unit 
	            1 
	 Unit 
	                  100 
	                                    1 
	                            33 

	2.16.3.102.
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Terlaksananya Pengelolaan e goverment Pemerintah Provinsi Riau
	      20 
	 Dokumen 
	 
	 Dokumen
	          5 
	 Dokumen 
	      5 
	 Dokumen 
	 
	 
	 

	2.16.3.102.1
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	       17 
	 Dokumen 
	             5 
	 Dokumen 
	          6 
	 Dokumen 
	           6 
	 Dokumen 
	                    83 
	                                 10 
	                            59 

	2.16.3.102.3
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah
	         1 
	 Unit 
	             1 
	 Unit 
	          1 
	 Unit 
	            1 
	 Unit 
	                  100 
	                                    1 
	                          100 

	2.16.3.102.4
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	         3 
	 Dokumen 
	             1 
	Dokumen 
	          1 
	 Dokumen 
	            1 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                    2 
	                            67 

	2.16.3.102.7
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	       25 
	 Unit 
	             6 
	 Unit 
	          6 
	 Unit 
	            6 
	 Unit 
	                  100 
	                                 12 
	                            48 

	2.16.3.102.8
	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	         9 
	 Layanan 
	             9 
	 Layanan 
	          9 
	 Layanan 
	            9 
	 Layanan 
	                  100 
	                                 18 
	                          200 

	2.16.2.
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah
	      85 
	 Persen 
	 
	 
	       83 
	 Persen 
	     83 
	 Persen 
	 
	 
	 

	2.16.2.101.
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik
	         4 
	 Dokumen 
	 
	 
	          1 
	 Dokumen 
	           1 
	 Dokumen 
	 
	 
	 

	2.16.2.101.2
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	         1 
	 Dokumen 
	              - 
	 Dokumen 
	          1 
	 Dokumen 
	            1 
	 Dokumen 
	                       - 
	                                     - 
	                               - 

	2.16.2.101.4
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	       10 
	 Dokumen 
	             1 
	 Dokumen 
	          4 
	 Dokumen 
	            4 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                    5 
	                            50 

	2.16.2.101.5
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	         4 
	 Jenis 
	             1 
	 Jenis 
	          4 
	 Jenis 
	            4 
	 Jenis 
	                  100 
	                                    5 
	                          125 

	2.16.2.101.6
	Pelayanan Informasi Publik
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
	         4 
	 Dokumen 
	             1 
	 Dokumen 
	          1 
	 Dokumen 
	            1 
	 Dokumen 
	                    25 
	                                    2 
	                            50 

	2.16.2.101.8
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	       28 
	 Dokumen 
	              - 
	 Dokumen 
	          8 
	 Dokumen 
	            8 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                    8 
	                            29 

	2.16.2.101.10
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	 7.200 
	 Orang 
	     1.800 
	 Orang 
	  1.800 
	 Orang 
	   1.800 
	 Orang 
	                  100 
	                            3.600 
	                            50 

	2.16.2.101.11
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	       40 
	 Dokumen 
	           40 
	 Dokumen 
	        40 
	 Dokumen 
	         40 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                 80 
	                          200 

	2.16.2.101.12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
	       12 
	 Dokumen 
	           12 
	 Dokumen 
	        12 
	 Dokumen 
	         12 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                 24 
	                          200 

	2.21.
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21.2.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	   100 
	 Persen 
	       100 
	 Persen 
	    100 
	 Persen 
	      100 
	 Persen 
	 
	 
	 

	2.21.2.101.
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	Terselenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah
	      12 
	 Dokumen 
	 
	 
	          4 
	 Dokumen 
	4 
	 Dokumen 
	 
	 
	 

	2.21.2.101.1
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	         7 
	 Dokumen 
	             3 
	 Dokumen 
	          2 
	 Dokumen 
	2 
	 Dokumen 
	                  100 
	                                    5 
	                            71 

	2.21.2.101.3
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berabasis Elektronik dan Non Elektronik
	         4 
	 Laporan 
	             1 
	 Laporan 
	          1 
	 Laporan 
	1 
	 Laporan 
	                  100 
	                                    2 
	                            50 

	2.21.2.101.4
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi
	       36 
	 Perangkat Daerah 
	           36 
	 Perangkat Daerah 
	        36 
	 Perangkat Daerah 
	36 
	 Perangkat Daerah 
	                  100 
	                                 36 
	                          100 

	2.20.
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20.2.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Ketersedian Data Sektoral
	   100 
	Persen
	       100 
	Persen
	    100 
	Persen
	100
	Persen
	                 300 
	                                 12 
	                         205 

	2.20.2.101.
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	terselenggaranya data statistik sektoral pemerintah provinsi riau
	      19 
	Dokumen
	 
	 
	          5 
	Dokumen
	           5 
	Dokumen
	                 300 
	                                 12 
	                         205 

	2.20.2.101.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	         4 
	Dokumen
	             2 
	Dokumen
	          1 
	Dokumen
	            1 
	Dokumen
	                  100 
	                                    3 
	                            75 

	2.20.2.101.3
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral
	       11 
	Dokumen
	             3 
	Dokumen
	          3 
	Dokumen
	            3 
	Dokumen
	                  100 
	                                    6 
	                            55 

	2.20.2.101.6
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	         4 
	Dokumen
	             2 
	Dokumen
	          1 
	Dokumen
	            1 
	Dokumen
	                  100 
	                                    3 
	                            75 







Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan :  
1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 
Kegiatan  : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                         Kelengkapannya, tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori belanja yang dibatasi dalam kebijakan pengendalian belanja Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda serta arahan TAPD, belanja pakaian dinas diklasifikasikan sebagai belanja non prioritas yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika.

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Seluruh program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah sesuai target kinerja program/kegiatan. 
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Provinsi Riau.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
           2.2.1 Bidang Urusan Pelayanan
a. Bidang Urusan Komunikasi 
Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik, pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Provinsi, hal tersebut menjadi bagian tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.
Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik. Setiap tahunnya dilakukan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.

b. Bidang Urusan Informatika
Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 382 desa/kelurahan yang masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data desa/kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot 
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

	
No
	
Kabupaten/
Kota
	Kelurahan/ Desa

	
	
	Jumlah Keluraha/ Desa
	Data Lowsignal dan blankspot
	Persentase data kel/desa low signal dan blankspot

	1
	Indragiri Hilir
	236
	127
	53,81

	,2
	Pelawawan
	118
	25
	21,19

	3
	Rokan Hulu
	145
	25
	17,24

	4
	Rokan Hilir
	184
	47
	25,54

	5
	Siak
	131
	11
	8,40

	6
	Kuansing
	229
	30
	13,10

	7
	Kep. Meranti
	101
	38
	37,62

	8
	Dumai
	36
	2
	5,56

	9
	Kampar
	250
	12
	4,80

	10
	Indragiri Hulu
	194
	39
	20,10

	11
	Bengkalis
	155
	24
	15,48

	12
	Pekanbaru
	83
	2
	2,41

	
	Jumlah
	1.862

	382
	18,77



Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Indragiri Hilir (53,81 persen), ini terjadi disebabkan oleh banyaknya desa/kelurahan yang mengajukan data low signal dan blanksport yaitu sebesar 236 berbanding dengan 127 jumlah kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu kabupaten/kota lainnya dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Meranti (37,62 %) dan Kota Rohil (25,54 %).

c. Bidang Urusan Statistik 
Pelaksanaan Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Ketersediaan Data Pemerintahan dan Pembangunan”. Program yang dilaksanakan untuk mendukung sub urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator capaian Persentase Ketersediaan Data Sektoral. 
Salah satu strategi untuk ketersediaan data sektoral adalah dengan mengadakan Forum Data yang keluarannya berupa berita acara kesepakatan daftar data antara perangkat darah produsen data, walidata, koordinator forum dan pembina data. Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Setelah dilaksanakan forum data, Dinas Kominfotik selaku walidata perperan dalam mengumpulkan, memeriksa, mengolah data tersebut serta disebarluaskan melalui Portal Satu Data Riau dengan domain rumahdata.riau.go.id. 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terus berupaya dan bermitra dengan BPS untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, ketersediaan data dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 2.3
Ketersediaan Data Statistik Tahun 2022-2024

	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Jumlah	data statistik Sektoral yang terkumpul
	Data
	1.870
	2.148
	2.587
	3.558

	2.
	Jumlah buku data yang diolah dan dicetak
	Dokumen
	1
	1
	1
	1



Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul hingga tahun 2024 adalah 3.558 data. Ketersediaan data sektoral dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. 
Untuk mempermudah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membuat aplikasi Rumah Data pada tahun 2020. Kondisi saat ini pada tahun 2024 ketersedian data di aplikasi Rumah Data sudah mencapai 100%. Rincian dari aplikasi tersebut yaitu jumlah elemen data sebanyak 4.186 data dan total jumlah data 20.930 data.

d. Bidang Urusan Persandian 
Dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan informasi berbasis elektronik (SPBE) dan untuk mengetahui tingkat kesiapan pengamanan informasi (kelengkapan dan kematangan) untuk memperoleh SNI ISO/IEC 27001 maka perlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan dengan menggunakan instrument Indeks Keamanan Informasi ( Indeks KAMI) yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, aspek teknologi dengan suplemen pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan layanan infrastruktur awan dan perlindungan data pribadi. 
Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui bimbingan teknis, asesmen dan konsultasi. Layanan persandian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :






Tabel 2.4
 Layanan Persandian Tahun 2024

	No
	Jenis
Layanan
	Capaian

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Pengguna email Sanapati
	2.22%
	2.22%
	2.22%
	100%
	100%

	2
	Sertifikat Elektronik
	22.22%
	97.72%
	97.72%
	97.77%
	100%

	3
	Keamanan Sistem Informasi
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4
	Kontra Penginderaan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	5
	Kebijakan
	
	
	18
	-
	4



Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan email Sanapati, penerapan sertifikat elektronik, keamanan sistem informasi (ITSA), dan kontra penginderaan pada Tahun 2024 dengan capaian layanan masing-masing 100%, adapun jenis layanan kebijakan pada tahun 2024 mencapai 4 (empat) kebijakan yang sudah diundangkan.

2.2.2 Capaian Kinerja Pelayanan
Untuk mengukur keberhasilan atau capaian kinerja pelayanan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan pencapaian kinerja selama waktu tertentu, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :
1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

     Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Hasil akhir dari penilaian keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :
a. Informatif (I) dengan nilai 90 – 100
b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 89,9
c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79,9
d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59,9
e. Tidak Informatif dengan nilai <39,9

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mendapat Nilai Keterbukaan Informasi Publik 86,80 (rentang nilai 80-90). Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Riau sudah menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik dengan baik, namun masih berada di level kedua yaitu “Menuju Informatif”.

   Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur- unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
	Setiap tahun dilakukan Evaluasi SPBE, yaitu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
Hasil Penilaian SPBE terdiri dari beberapa Predikat Nilai Indeks SPBE, yaitu :
1. Nilai Indeks 4,2 – 5,0 Memuaskan
2. Nilai Indeks 3,5 – <4,2 Sangat Baik
3. Nilai Indeks 2,6 – <3,5 Baik
4. Nilai Indeks 1,8 – <2,6  Cukup
5. Nilai Indeks <1,8 Kurang
Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Satistik memperoleh nilai 3,75 (Sangat Baik), nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3,01 tahun 2023 (Kategori Baik). 
Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2024 melalui capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan didalam Renstra Tahun 2019-2024 disajikan dalam format T-C.30 pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5   (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU 


	NO
	Indikator  
	SPM/
Standar Nasional
	IKK
	Target Renstra 
Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan 

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2024
	2025
	2026
	2027
	Analisis

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
	
	
	95,87
	84,25
	85,75
	87,25
	
86,80
	84,25
	85,75
	87,25
	

	2
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital
	
	
	3,56
	3,85
	3,93
	
4,02
	3,75
	3,75
	1,80
	
1,90
	

	3
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	
	
	74,00
	75
	76
	
77
	74,80
	75,00
	76,00
	
77,00
	



Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa :
· Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 adalah 86,80 (Menuju Informatif), tidak mencapai target yang telah ditetapkann yaitu 95,87
· Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 3,75 (Sangat Baik) melebihi target yaitu 3,56
· Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah 74,80 (Sangat Baik) melebihi target yaitu 74,00
 	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1  Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Derah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama karena luasnya fungsi dan kompleksitas urusan yang ditangani. Aspek yang sudah berjalan baik antara lain :
1. Penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik, baik melalui media massa, website, maupun media sosial resmi pemerintah.
2. Koordinasi statistik sektoral dan peran sebagai Walidata Provinsi, sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia.
3. Pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintahan daerah, termasuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
4. Dukungan teknis terhadap sistem informasi lintas perangkat daerah, seperti hosting aplikasi, jaringan intra pemerintah (Intranet Pemprov), dan data center.

Hal kritis yang sering menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah adalah keterbatasan akses dan keterlibatan masyarakat. Pelayanan digital belum sepenuhnya inklusif, masyarakat di wilayah pinggiran atau kelompok rentan sering kesulitan mengakses layanan karena kurangnya sosialisasi, atau akses internet terbatas atau tidak ramah pengguna.




2.3.2 Permasalahan dan hambatan  yang  dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan pada urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dilaksanakan selama ini telah memberikan manfaat maupun dampak positif kepada masyarakat, namun tentu saja masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan dan Hambatan

	No
	Tugas/Fungsi
	Permasalahan
	Hambatan

	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik
	Masih Kurangnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan Bidang TIK
	· Minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

· Terbatasnya aparatur yang handal dan profesional.

· Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan
· Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE



	2
	Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat
	Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana dan Proses Pelayanan Informasi Publik
	·  Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi.
· Tingginya sengketa informasi  publik
· Terjadi ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi.






	No
	Tugas/Fungsi
	Permasalahan
	Hambatan

	3
	Memberikan Data dan Informasi Kepada Masyarakat
	Masih minimnya perhatian terhadap data dan informasi
	 Kurangnya Komitmen
Pimpinan	Perangkat Daerah terhadap Integrasi Data / Pertukaran   Data serta Keterisediaan Data

	4
	Pelayanan Persandian
	Belum optimalnya fungsi tata
kelola, pengelolaan sumber daya, pengawasan dan evaluasi
	- Kurang memadainya Sumber daya Manusia dalam mendukung penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkualifikasi sandi dan IT yang
  Dikecualikan
· Belum terlaksananya penetapan informasi yang dikecualikan dan tingkat kerahasiaan pada informasi yang dikecualikan.
· Belum optimalnya penerapan standar sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik 
· Belum termanfaatkannya penggunaan sertifikat elektronik pada sistem elektronik Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau
· Belum adanya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan persandian dan sistem manajemen keamanan informasi




2.3.3	Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals

	Isu-isu penting seperti lemahnya tata kelola data,  rendahnya literasi digital, dan belum optimalnya perlindungan siber akan menghambat implementasi program prioritas daerah dan berdampak pada pencapaian visi-misi kepala daerah, khususnya Misi ke- 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government. Dampak tersersebut antara lain :
· Lemahnya tata kelola data sektoral dan keterbukaan informasi, berdampak pada pengambilan kebijakan kurang tepat sasaran, dan masyarakat tidak memperoleh layanan informasi yang terbuka dan terpercaya.
· Rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat, berisiko membuat sistem yang dibangun tidak termanfaatkan secara optimal, bertentangan dengan semangat “world class government” yang berbasis kompetensi digital.
· Belum adanya sistem perlindungan siber daerah yang kuat, menyebabkan kerentanan terhadap serangan dan pelanggaran data, yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi.

	Dampaknya terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
· Goal 16 (Institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel) terhambat oleh lemahnya sistem informasi dan keterbukaan.
· Goal 9 (Infrastruktur dan inovasi teknologi) tidak tercapai karena digitalisasi belum menyeluruh dan tidak inklusif.
· Goal 4 (Pendidikan berkualitas) khususnya dalam literasi digital, belum tercapai secara merata di kalangan ASN dan masyarakat.

2.3.4   Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi digital daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi kebijakan, penguatan kapasitas internal, serta kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan publik yang unggul diera digital.
                  Tantangan

1. Kesenjangan Akses dan Infrastruktur Digital
Sebagian wilayah Provinsi Riau, terutama daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (seperti di Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Pelalawan), masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet dan infrastruktur TIK dasar. Hal ini membatasi jangkauan layanan digital pemerintah.
2. Tingkat Literasi Digital Masyarakat yang Masih Rendah
Meskipun penggunaan teknologi semakin meningkat, banyak kelompok masyarakat belum memahami pemanfaatan teknologi secara produktif dan aman, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi, komunikasi digital, dan layanan daring.
3. Ketergantungan pada dukungan Pemerintah Pusat
Beberapa proyek infrastruktur digital dan program transformasi digital masih sangat tergantung pada bantuan dari Kementerian Komdigi dan instansi vertikal, sehingga pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan kecepatan kebutuhan daerah.
4. Kurangnya Integrasi dan Kualitas Data Statistik Sektoral
Belum semua perangkat daerah memiliki komitmen dan kapasitas yang memadai dalam mengelola data sektoral secara berkala dan akurat, yang berdampak pada kualitas perencanaan berbasis data.

5. Ancaman Keamanan Siber yang Semakin Kompleks
Meningkatnya insiden peretasan, penipuan daring, dan kebocoran data membutuhkan sistem pengamanan informasi yang kuat. Saat ini, CSIRT daerah masih dalam tahap awal dan kapasitas audit keamanan informasi masih terbatas.
            
            Peluang

1. Dukungan Kebijakan Nasional Terhadap Transformasi Digital Daerah, Pemerintah Pusat melalui RPJMN 2025–2029 dan Kementerian Komdigi, mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui pembangunan infrastruktur, penguatan SPBE, dan dukungan pelatihan digital. 
2. Kebutuhan Masyarakat Akan Layanan Publik Digital
Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat, yang kini lebih terbuka terhadap layanan daring. Ini menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan informasi publik dan statistik yang transparan, cepat, dan dapat diakses dari mana saja.
3. Kolaborasi dengan Swasta dan Akademisi
Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan menara telekomunikasi, cloud services, hingga keamanan informasi bisa menjadi mitra penting daerah. Demikian juga dengan potensi kerja sama riset data dan inovasi digital dengan perguruan tinggi.
4. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas integrasi layanan digital antar Perangkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota, guna menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis data real-time.
5. Tersedianya Platform Digital Nasional yang Bisa Dimanfaatkan Daerah



Seperti Satu Data Indonesia, MySapk, Kominfo CloudX, Indonesia.go.id, dan lainnya, yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mempercepat digitalisasi tanpa membangun dari nol.

2.3.5   Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan


Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional dan daerah yang menekankan transformasi digital, penguatan tata kelola data dan informasi, terdapat beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan tahun 2026.
Salah satu isu penting adalah belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh. Banyak aplikasi layanan Perangkat Daerah yang masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan arsitektur SPBE daerah yang mengacu pada standar nasional serta mendorong integrasi layanan digital melalui satu portal terpadu.
Isu berikutnya adalah kolaborasi antar-perangkat daerah dan antar-level pemerintahan belum maksimal, sehingga inisiatif digital sering berjalan parsial. Perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong kerja sama dengan kabupaten/kota, serta menjalin kemitraan dengan kampus, swasta, dan komunitas digital.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
Kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut :
1) Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru.
2) Berdasarkan hasil pembahasan awal, pagu indikatif untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahap Rancangan Awal RKPD sebesar Rp45.105.618.912,00.
3) Selanjutnya, dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/SE/BAPPEDA/2025/1198 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dilakukan penyesuaian terhadap pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sinkronisasi prioritas pembangunan, serta kebijakan efisiensi belanja daerah.
4) Dalam proses penginputan data kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dilakukan koreksi dan penyesuaian pagu, dimana total pagu urusan Kominfo mengalami perubahan dari Rp45.105.618.912,00 menjadi Rp41.398.186.432,00. Perubahan ini berdampak pada perlunya penyesuaian ulang terhadap alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan, agar tetap selaras dengan target kinerja dan prioritas pembangunan daerah.
5) Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, melalui Surat Gubernur Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid1/2025/4818 tanggal           15 Oktober 2025 tentang Penyesuaian Pagu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 menetapkan kembali besaran pagu akhir untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan surat tersebut, pagu untuk urusan Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebesar Rp38.447.858.889,00.

Dari hasil review terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pagu indikatif urusan Komunikasi dan Informatika merupakan konsekuensi dari kebijakan rasionalisasi anggaran serta upaya menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Penurunan pagu dari tahap Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir RKPD mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk melakukan penataan kembali rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan serta tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam format T-C. 31 pada Tabel 2.7 berikut ini :



Tabel 2.7  (T-C.31)
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026  
PROVINSI RIAU

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	NO
	RANCANGAN AWAL RKPD
	HASIL ANALISA KEBUTUHAN
	CATATAN PENTING

	
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	LOKASI
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN
	PAGU INDIKATIF (Rp)
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	LOKASI
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN
	KEBUTUHAN DANA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	45.105.618.912,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	38.447.858.889,00
	 

	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	 
	 
	40.708.473.285,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	 
	 
	37.030.480.889,00
	 

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	 
	-
	-
	28.208.473.285,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	 
	 
	 
	27.772.613.074,00
	 

	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	-
	-
	200.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 11 Dokumen
	199.928.000,00
	-

	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	150.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	49.996.000,00
	-

	 
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7 Laporan
	50.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7 Laporan
	149.932.000,00
	-

	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	-
	-
	18.772.029.261,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	 
	 1 Dokumen
	23.172.724.680,00
	-

	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	100 Orang/ Bulan
	18.772.029.261,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100 Orang/ Bulan
	23.172.724.680,00
	-

	 
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
	 
	-
	-
	150.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
	 
	 
	1 Laporan
	149.997.967,00
	-

	 
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1 Laporan
	150.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	149.997.967,00
	-

	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 
	-
	-
	70.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 
	 
	-
	0,00
	-

	 
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
	100 Paket
	70.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	0
	0,00
	-

	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
	-
	-
	1.250.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
	 
	31 Paket
	1.550.148.930,00
	-

	 
	Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	2 Paket
	50.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Paket
	44.995.268,00
	-

	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	25 Paket
	400.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	25 Paket
	756.226.513,00
	-

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	2 Paket
	250.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Paket
	281.520.000,00
	-

	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	2 Paket
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Paket
	67.461.752,00
	-

	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1 Laporan
	450.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	399.983.000,00
	-

	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
	 
	-
	-
	100.000.000,00
	 
	 
	 
	1 Laporan
	194.793.696,00
	-

	 
	Pengadaan Mebel

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	1 Paket
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Paket
	194.793.696,00
	-

	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	 
	-
	-
	6.766.444.024,00
	 
	 
	 
	4 Jenis
	1.726.919.801,00
	-

	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1 Laporan
	15.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	15.000.000,00
	-

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	1 Laporan
	5.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	4.951.491,00
	-

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	4 Laporan
	6.746.444.024,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	4 Laporan
	1.706.968.310,00
	-

	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 
	-
	-
	900.000.000,00
	 
	 
	 
	162 Unit
	778.100.000,00
	-

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	18 Unit
	350.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	18 Unit
	328.010.000,00
	-

	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	142 Unit
	150.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	142 Unit
	300.090.000,00
	-

	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	2 Unit
	150.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Unit
	150.000.000,00
	-

	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	2 Unit
	250.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	-
	0,00
	-

	2,
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 
	-
	-
	7.050.000.000,00
	 
	 
	 
	91.00
	4.989.495.815,00
	 

	 
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	7.050.000.000,00
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	4.989.495.815,00
	-

	 
	Relasi Media

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
	4 Laporan
	2.500.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	4 Laporan
	4.989.495.815,00
	-

	 
	Penyusunan Konten

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Konten Informasi Publik
	4 Konten
	500.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	4 Konten
	498.818.000,00
	-

	 
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
	50 Orang
	300.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	50 Orang
	36.738..000,00
	-

	 
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait  peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
	24.24
Persentase
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	24.24
Persentase
	42.754.000,00
	-

	 
	Diseminasi Informasi

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik
	100
Persentase
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100
Persentase
	80.086.000,00
	-

	 
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun
	1 Dokumen
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	83.362.000,00
	-

	 
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
	40 Laporan
	1.100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	40 Laporan
	1.728.000.000,00
	-

	 
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
	1 Komunitas
	2.000.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Komunitas
	50.167..000,00
	-

	 
	Pelayanan Informasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
	30
Permohonan
	200.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	30
Permohonan
	199.999.815,00
	-

	 
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
	1 Rekomend asi
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Rekomen- 
dasi
	74.995.000,00
	-

	 
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
	1 Media
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Media
	695.687.000,00
	-

	3,
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 
	-
	-
	5.450.000.000,00
	 
	 
	 
	100
	4.268.372.000,00
	 

	 
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	100.000.000,00
	 
	 
	 
	1 Unit
	190.000.000,00
	-

	 
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
	1 Dokumen
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	190.000.000,00
	-

	 
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	5.350.000.000,00
	 
	 
	 
	4 Dokumen
	4.078.372.000,00
	-

	 
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
	1 Dokumen
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Aplikasi
	20.822.000,00
	-

	 
	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	1 kabupaten/ kota
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 kabupaten/ kota
	31.460.000,00
	-

	 
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
	1 Aplikasi
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Aplikasi
	75.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
	2 Layanan
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Layanan
	105.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
	1 Dokumen
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	0,00
	-

	 
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Dokumen  Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
	1 Dokumen
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	100.000.000,00
	-

	 
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	37 perangkat daerah
	2.000.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	37 perangkat daerah
	2.200.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas
	1 Dokumen
	75.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	1.000.000.000,00
	-

	 
	Penyediaan Akses Internet

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
	37 Perangkat Daerah
	2.000.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	37 Perangkat Daerah
	1.200.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
	10 Aplikasi
	175.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	10 Aplikasi
	120.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
	1 Dokumen
	225.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	195.000.000,00
	-

	 
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
	2 Laporan
	175.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	2 Laporan
	120.000.000,00
	-

	 
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
	9 Aplikasi
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	9 Aplikasi
	145.000.000,00
	-

	 
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
	1 Laporan
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	500.000.000,00
	-

	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	 
	 
	 
	500.000.000,00
	 
	 
	 
	 
	499.914.000,00
	 

	1
	PROGRAM PENYELENG-
GARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 
	-
	-
	500.000.000,00
	 
	 
	 
	-
	499.914.000,00
	 

	 
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	500.000.000,00
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	499.914.000,00
	-

	 
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
	100 %
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100 %
	99.978.000,00
	-

	 
	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
	100 %
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100 %
	99.984...000,00
	-

	 
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral
	100 %
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100 %
	99.982.000,00
	-

	 
	Peningkatan kualitas statistik sektoral

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
	90 %
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	90 %
	99.998.000,00
	-

	 
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
	100 Orang
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	100 Orang
	99.972.000,00
	-

	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	 
	 
	 
	3.897.145.627,00
	 
	 
	 
	 
	917.464.000,00
	 

	1
	PROGRAM PENYELENG-
GARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	 
	-
	-
	3.897.145.627,00
	 
	 
	 
	-
	917.464.000,00
	 

	 
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	3.797.145.627,00
	 
	 
	 
	2 Dokumen
	848.341.000,00
	-

	 
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	1 Laporan
	300.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	545.783.000,00
	-

	 
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
	37 Perangkat Daerah
	250.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	37 Perangkat Daerah
	59.036..000,00
	-

	 
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
	1 Laporan
	2.947.145.627,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Laporan
	133.787..000,00
	-

	 
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur,
Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.
	1 Dokumen
	300.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Dokumen
	109.735..000,00
	-

	 
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	 
	-
	-
	100.000.000,00
	 
	 
	 
	-
	69.123.000,00
	-

	 
	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.
	1 Kegiatan
	100.000.000,00
	 
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	 
	1 Kegiatan
	69.123.00000
	-

	 
	JUMLAH
	45.105.618.912,00
	 
	 
	 
	 
	38.447.858.889,00
	 




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Pada Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2025 ini, terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, yaitu :
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Tabel 2.8   (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau



	No.
	Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/Volume
(Rp)
	Catatan

	1
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

	Semua kabupaten/
kota
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

	
	

	
	Kegiatan :
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

	5.029.200.000
	

	
	Sub Kegiatan :
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
	
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
	2.500.000.000
	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

	
	
	
	
	500.000.000
	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau

	
	
	
	
	779.200.000
	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau

	
	
	
	
	1.250.000.000
	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau





BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Digital
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memuat Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam                          8 (Delapan) Asta Cita. Asta Cita sekaligus merupakan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. 
Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung Misi ke-4 yaitu 
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatka inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. 

3.1.2 Badan Pusat Statistik
 	Visi, Misi dan Tujuan Badan Pusat Statistik tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Renstra Badan Pusat Statistik tahun 2025-2029 yaitu :
1. Visi : Menjadi Lembaga Statistik Berkelas Dunia yang Andal, Independen, dan Terpercaya untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden Terpilih
2. Misi 
1) Menyediakan statistik berkualitas dengan pelayanan prima untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan stabilitas ekonomi makro 
2)  Memperkuat citra kelembagaan BPS sebagai penyedia data statistik yang andal, independen dan terpercaya. 
3) Memperkuat tata-kelola dan kapasitas kelembagaan untuk menyediakan statistik berkualita
3. Tujuan BPS 2025-2029
1) Memberikan insights untuk penguatan kebijakan nasional melalui penyediaan statistik berkualitas berbasis teknologi adaptif 
2) Mewujudkan citra kelembagaan BPS yang kuat 
3) Mewujudkan kelembagaan statistik berkelas dunia yang didukung oleh SDM BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan berdaya-saing global (bertaraf internasional).
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPS Tahun 2025-2029, 






Tabel 3.1
Sasaran Strategis BPS Tahun 2025-2029

	No.
	Sasaran 
	Indikator Kinerja 

	1
	Penguatan insight berdasarkan data
statistik berkualitas sebagai dasar
pembentukan kebijakan nasional
	Indeks Komposit Kepuasan Pengguna

	2
	Penguatan Citra Kelembagaan BPS
	Indeks Citra Kelembagaan BPS

	3
	Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas
Kelembagaan
	Nilai Reformasi Birokrasi



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informastika dan Statistik Provinsi Riau telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informastika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029, seperti yang tercantum pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/
Sasaran
	
Target 


	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan  digital yang  lincah, kolaboratif, dan akuntabel
	-
	Indeks Transformasi Digital
	52,55

	
	Meningkatnya Tata Kelola  Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
	84,25

	
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
	1,80

	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
	Nilai SAKIP
	76



3.3 Program dan Kegiatan
Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, arah kebijakan pembangunan daerah, serta hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2026. Penetapan rumusan program dan kegiatan ini mempertimbangkan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas Provinsi Riau, dan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau.
Selain itu, penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan juga mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
1. Arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD.
2. Ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, yang mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid1/2025/4818 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penyesuaian Pagu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Riau Tahun 2026.
3. Kebutuhan pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
4. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, yang menjadi dasar penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2026 dengan mengedepankan hasil dan dampak.
5. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional seperti penguatan transformasi digital, implementasi SPBE, dan peningkatan keterbukaan informasi publik.
6. Hasil penelaahan usulan stakeholder pada Forum Perangkat Daerah


Berdasarkan hasil pembahasan dan penyesuaian terhadap RKPD, tidak terdapat perubahan dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rancangan awal RKPD, namun terdapat ketidaksesuaian pagu indikatifnya.
Perubahan Pagu Indikatif, yang terjadi akibat penyesuaian kemampuan keuangan daerah dari tahap Rancangan Awal RKPD sebesar Rp45.105.618.912,00 menjadi Rp38.447.858.889,00 pada Rancangan Akhir RKPD. Perubahan ini berdampak pada pengurangan atau realokasi anggaran di sejumlah kegiatan dan sub kegiatan.
Pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2026 terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar                 Rp38.447.858.889,00 Program dan kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Mebel
6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
1) Relasi Media
2) Penyusunan Konten
3) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
5) Diseminasi Informasi 
6) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
7) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
9) Pelayanan Informasi Publik
10) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
11) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
1. Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
1) Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
2) Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
3) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
4) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
6) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
7) Penyediaan Akses Internet
8) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
9) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
10) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
11) Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
12) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
1) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
2) Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasiona
3) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
4) Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
5) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
4) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 

2. Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
1) Operasionalisasi Layanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan dengan format T-C.33 pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAN MAJU 2027
PROVINSI RIAU

	NO
	KODE
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	RENCANA
	CATATAN PENTING
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA     TAHUN 2027

	
	
	
	
	LOKASI
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	SUMBER DANA
	
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	38.447.858.889,00
	 
	45.845.000.000,00

	 
	2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	38.447.858.889,00
	 
	 
	 
	45.845.000.000,00

	 
	2.16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	 
	 
	37.030.480.889,00
	 
	 
	 
	40.945.000.000,00

	1
	2.16.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	 
	 
	 
	27.772.613.074,00
	 
	 
	-
	28.845.000.000,00

	 
	 
	[ Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran ]
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
	 
	100
	27.772.613.074,00
	-
	-
	100
	28.845.000.000,00

	 
	2.16.01.1.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	11 Dokumen
	199.928.000,00
	 
	 
	11 Dokumen
	200.000.000,00

	 
	2.16.01.1.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	4 Dokumen
	49.996.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 4 Dokumen
	50.000.000,00

	 
	2.16.01.1.01.0007
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	7 Laporan
	149.932.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 7 Laporan
	150.000.000,00

	 
	2.16.01.1.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi
	 
	1 Dokumen
	23.172.724.680,00
	 
	 
	1 Dokumen
	22.000.000.000,00

	 
	2.16.01.1.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 Orang/ Bulan
	23.172.724.680,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	 
	 100 Orang/ Bulan
	22.000.000.000,00

	 
	2.16.01.1.03
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola
	 
	1 Laporan
	149.997.967,00
	 
	 
	1 Laporan
	200.000.000,00

	 
	2.16.01.1.03.0006
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	149.997.967,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Laporan
	200.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi
	 
	31 paket
	1.550.148.930,00
	 
	 
	30 Paket
	1.475.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Paket
	44.995.268,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 4 Paket
	75.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	25 Paket
	756.226.513,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 15 Paket
	450.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Paket
	281.520.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 2 Paket
	300.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Paket
	67.424.149,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 4 Paket
	150.000.000,00

	 
	2.16.01.1.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	399.983.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 2 Laporan
	500.000.000,00

	 
	2.16.01.1.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	1 Laporan
	194.793.696,00
	 
	 
	1 Laporan
	150.000.000,00

	 
	2.16.01.1.07.0005
	Pengadaan Mebel

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Paket
	194.793.696,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Paket
	150.000.000,00

	 
	2.16.01.1.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi
	 
	4 jenis
	1.726.919.801,00
	 
	 
	8 Paket
	4.020.000.000,00

	 
	2.16.01.1.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	15.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Laporan
	15.000.000,00

	 
	2.16.01.1.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	4.951.491,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Laporan
	5.000.000,00

	 
	2.16.01.1.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	4 Laporan
	1.706.968.310,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 8 Laporan
	4.000.000.000,00

	 
	2.16.01.1.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
	 
	162 unit
	778.100.000,00
	 
	 
	162 Unit
	800.000.000,00

	 
	2.16.01.1.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	 
	 
	 
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	18 Unit
	328.010.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 18 Unit
	400.000.000,00

	 
	2.16.01.1.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	 
	 
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	142 Unit
	300.090.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 100 Unit
	200.000.000,00

	 
	2.16.01.1.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	 
	 
	 
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Unit
	150.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 2 Unit
	200.000.000,00

	2
	2.16.02
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 
	 
	 
	4.989.495.815,00
	 
	 
	-
	5.500.000.000,00

	 
	 
	[ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ]
	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)
	 
	91.00
	4.989.495.815,00
	-
	-
	-
	5.500.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi
	 
	1 Dokumen
	4.989.495.815,00
	 
	 
	1 Dokumen
	5.500.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0014
	Relasi Media

	 
	 
	 
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	4 Laporan
	1.498.889.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 4 Laporan
	100.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0015
	Penyusunan Konten

	 
	 
	 
	Jumlah Konten Informasi Publik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	4 Konten
	498.818.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 5 Konten
	600.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0016
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	50 Orang
	36.738.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 50 Orang
	400.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0017
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait  peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	24.24
Persentase
	42.754.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	65 Persen 
	200.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0018
	Diseminasi Informasi

	 
	 
	 
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 
Persentase
	80.086.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 100 
Persentase
	200.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0019
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	83.362.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Dokumen
	200.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0020
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	40 Laporan
	1.728.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 40 Laporan
	1.200.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0021
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

	 
	 
	 
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Komuni-tas
	50.167.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 30 Komunitas
	2.100.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0022
	Pelayanan Informasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	30
Permohon-an
	199.999.815,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 40
Permohon-an
	300.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0023
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Rekomen-dasi
	74.995.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Rekomendasi

	100.000.000,00

	 
	2.16.02.1.01.0024
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Media
	695.687.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Media
	100.000.000,00

	3
	2.16.03
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 
	 
	 
	4.268.372.000,00
	 
	 
	-
	6.600.000.000,00

	 
	 
	[ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ]
	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (%)
	 
	100
	4.268.372.000,00
	-
	 
	100
	6.600.000.000,00

	 
	2.16.03.1.01
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Hasil Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau
	 
	1 unit
	190.000.000,00
	 
	 
	1 Unit
	200.000.000,00

	 
	2.16.03.1.01.0004
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	190.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Dokumen
	200.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau
	 
	4 dokumen
	4.078.372.000,00
	 
	 
	6 Dokumen
	6.400.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0019
	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	 
	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 kabupaten/kota
	31.460.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 5 kabupaten/kota
	150.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0020
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

	 
	 
	 
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Aplikasi
	20.822.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 5 Aplikasi
	100.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0021
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

	 
	 
	 
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Layanan
	79.746.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 2 Layanan
	100.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0024
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen  Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	66.706.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 2 Dokumen
	150.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0030
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	37 perangkat daerah
	1.849.532.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 37 perangkat
	2.500.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0031
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

	 
	 
	 
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	313.857.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Dokumen
	100.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0032
	Penyediaan Akses Internet

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	37 Perangkat Daerah
	1.049.998.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 37 Perangkat Daerah
	2.500.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0033
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

	 
	 
	 
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	10 Aplikasi
	82.649.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 15 Aplikasi
	150.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0034
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	145.842.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Dokumen
	250.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0035
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

	 
	 
	 
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2 Laporan
	85.063.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 3 Laporan
	100.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0036
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

	 
	 
	 
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	9 Aplikasi
	102.801.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 10 Aplikasi
	150.000.000,00

	 
	2.16.03.1.02.0037
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	249.896.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 1 Laporan
	150.000.000,00

	 
	2.20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	 
	 
	 
	499.914.000,00
	 
	 
	 
	750.000.000,00

	1
	2.20.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 
	 
	 
	499.914.000,00
	 
	 
	-
	750.000.000,00

	 
	 
	[ Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) ]
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS), (Poin)
	 
	3.07
	499.914.000,00
	-
	-
	-
	750.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi
	 
	1 dokumen
	499.914.000,00
	 
	 
	-
	750.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01.0016
	 

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 %
	99.978.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01.0017
	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 %
	99.984.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01.0018
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 %
	99.982.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01.0019
	Peningkatan kualitas statistik sektoral

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	90 %
	99.998.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	2.20.02.1.01.0020
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

	 
	 
	 
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	100 Orang
	99.972.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	2.21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	 
	 
	 
	917.464.000,00
	 
	 
	 
	4.150.000.000,00

	1
	2.21.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	 
	 
	 
	917.464.000,00
	 
	 
	-
	4.150.000.000,00

	 
	 
	[ Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ]
	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)
	 
	68.00
	917.464.000,00
	-
	-
	-
	4.150.000.000,00

	 
	2.21.02.1.01
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	2 dokumen
	848.341.000,00
	 
	 
	-
	4.000.000.000,00

	 
	2.21.02.1.01.0005
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	545.783.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	350.000.000,00

	 
	2.21.02.1.01.0006
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	37 Perangkat Daerah
	59.036.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	300.000.000,00

	 
	2.21.02.1.01.0007
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Laporan
	133.787.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	3.000.000.000,00

	 
	2.21.02.1.01.0008
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur,
Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Dokumen
	109.735.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	350.000.000,00

	 
	2.21.02.1.02
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	 
	32 Perangkat Daerah
	69.123.000,00
	 
	 
	-
	150.000.000,00

	 
	2.21.02.1.02.0002
	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1 Kegiatan
	69.123.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	 
	 
	150.000.000,00

	 
	                                                                                                                                  J U M L A H
	38.447.858.889,00
	 
	45.845.000.000,00
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
Pendanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang tertuang dalam Renja Tahun 2026 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini :
Tabel 4.1 
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

	NO
	KODE
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024
	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025
	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	KELOMPOK SASARAN
	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	
	
	TARGET 2026
	PAGU INDIKATIF (Rp)
	LOKASI
	SUMBER DANA
	PRIORITAS
	
	TARGET
	PAGU INDIKATIF (Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NASIONAL
	DAERAH
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	38.447.858.889,00
	 
	45.845.000.000,00
	 

	 
	2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	 
	 
	38.447.858.889,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.845.000.000,00
	 

	 
	2.16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	 
	 
	 
	 
	37.030.480.889,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.945.000.000,00
	 

	1
	2.16.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	 
	 
	 
	 
	 
	27.772.613.074,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	28.845.000.000,00
	 

	 
	 
	[ Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran ]
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	100
	100
	100
	100
	27.772.613.074,00
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	28.845.000.000,00
	-

	 
	2.16.01.1.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	-
	 
	 
	11 dokumen
	199.928.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	11 Dokumen
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	4 Dokumen
	49.996.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	50.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.01.0007
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	7 Laporan
	149.932.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	7 Laporan
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi
	-
	 
	 
	1 Dokumen
	23.172.724.680,00
	 
	 
	-
	-
	Aparatur Sipil Negara
	1 Dokumen
	22.000.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	 
	 
	100 Orang/ Bulan
	23.172.724.680,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	-
	-
	Aparatur Sipil Negara
	100 Orang/ Bulan
	22.000.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.03
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola
	-
	 
	 
	1 laporan
	149.997.967,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 laporan
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.03.0006
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	 
	 
	 
	1 Laporan
	149.997.967,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Laporan
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi
	-
	 
	 
	31 paket
	1.550.148.930,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	31 paket
	1.475.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	 
	 
	 
	2 Paket
	44.995.268,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	2 Paket
	75.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	 
	 
	 
	25 Paket
	756.226.513,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 15 Paket
	450.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	 
	 
	 
	2 Paket
	281.520.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 2 Paket
	300.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	 
	 
	 
	2 Paket
	67.424.149,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 4 Paket
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 
	 
	 
	1 Laporan
	399.983.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Laporan
	500.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-
	 
	 
	1 laporan
	194.793.696,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Laporan
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.07.0005
	Pengadaan Mebel

	 
	 
	 
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	 
	 
	 
	1 Paket
	194.793.696,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Paket
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi
	-
	 
	 
	4 jenis
	1.726.919.801,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	10 Jenis
	4.020.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 
	 
	 
	1 Laporan
	15.000.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Lapoarn
	15.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	 
	 
	 
	1 Laporan
	4.951.491,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Laporan
	5.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	 
	 
	 
	4 Laporan
	1.706.968.310,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	
4 Laporan


	4.000.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
	-
	 
	 
	162 unit
	778.100.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	162 Unit
	800.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	 
	 
	 
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	 
	 
	 
	18 Unit
	328.010.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	18 Unir
	400.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	 
	 
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	 
	 
	 
	142 Unit
	300.090.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	110 Unit
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.01.1.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	 
	 
	 
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	 
	 
	 
	2 Unit
	150.000.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	2 Unitt
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	2,
	2.16.02
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 
	 
	 
	 
	 
	4.989.495.815,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5.500.000.000,00
	 

	 
	 
	[ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ]
	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	95.00
	89.57
	90.00
	91.00
	4.989.495.815,00
	-
	-
	-
	-
	-
	91,00
	5.500.000.000,00
	-

	 
	2.16.02.1.01
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi
	-
	 
	 
	1 dokumen
	4.989.495.815,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	1 Dokumen
	5.500.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0014
	Relasi Media

	 
	 
	 
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
	 
	 
	 
	4 Laporan
	1.498.889.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	4 Laporan
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0015
	Penyusunan Konten

	 
	 
	 
	Jumlah Konten Informasi Publik
	 
	 
	 
	4 Konten
	498.818.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	7 Konten
	600.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0016
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
	 
	 
	 
	50 Orang
	36.738.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	50 Orang
	400.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0017
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait  peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
	 
	 
	 
	24.24
Persentase
	42.754.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	50 Persentase
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0018
	Diseminasi Informasi

	 
	 
	 
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik
	 
	 
	 
	100
Persentase
	80.086.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	100 Persentase
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0019
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	83.362.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	1 Dokumen
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0020
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
	 
	 
	 
	40 Laporan
	1.728.000.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	40 Laporan
	1.200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0021
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

	 
	 
	 
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
	 
	 
	 
	1 Komunitas
	50.167.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	40 Komunitas
	2.100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0022
	Pelayanan Informasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
	 
	 
	 
	30
Permohonan
	199.999.815,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	30 Pemohon
	300.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0023
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	1 Rekomend asi
	74.995.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	2 Rekomen-dasi
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.02.1.01.0024
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

	 
	 
	 
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
	 
	 
	 
	1 Media
	695.687.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
	 1 Media
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	3,
	2.16.03
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 
	 
	 
	 
	 
	4.268.372.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	6.600.000.000,00
	 

	 
	 
	[ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ]
	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE
	100
	100
	100
	100
	4.268.372.000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	6.600.000.000,00
	-

	 
	2.16.03.1.01
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Hasil Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau
	-
	 
	 
	1 unit
	190.000.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Unit
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.01.0004
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	190.000.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Dokumen
	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau
	-
	 
	 
	4 dokumen
	4.078.372.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	6.400.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0019
	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	 
	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	 
	 
	1 kabupaten/ kota
	31.460.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	5 Kabupaten/Kota
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0020
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

	 
	 
	 
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
	 
	 
	 
	1 Aplikasi
	20.822.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 5 Aplikasi
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0021
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

	 
	 
	 
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
	 
	 
	 
	2 Layanan
	79.746.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	3 Layanan
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0024
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen  Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	66.706.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Dokumen
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0030
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	 
	 
	37 perangkat daerah
	1.849.532.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 37 Perangkat Daerah
	2.500.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0031
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

	 
	 
	 
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	313.857.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
	TRANSFO RMASI TATA KELOLA
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Dokumen
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0032
	Penyediaan Akses Internet

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
	 
	 
	 
	37 Perangkat Daerah
	1.049.998.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 37 Perangkat Daerah
	2.500.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0033
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

	 
	 
	 
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
	 
	 
	 
	10 Aplikasi
	82.649.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 15 Aplikasi
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0034
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	145.842.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Dokumen
	250.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0035
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

	 
	 
	 
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
	 
	 
	 
	2 Laporan
	85.063.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 2 Laporan
	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0036
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

	 
	 
	 
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	9 Aplikasi
	102.801.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 13 Aplikasi
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.16.03.1.02.0037
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
	 
	 
	 
	1 Laporan
	249.896.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Laporan
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	 
	 
	 
	 
	 
	499.914.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750.000.000,00
	 

	1,
	2.20.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 
	 
	 
	 
	 
	499.914.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	750.000.000,00
	 

	 
	 
	[ Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) ]
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
	3.70
	2.73
	2.90
	3.07
	499.914.000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	3.07
	750.000.000,00
	-

	 
	2.20.02.1.01
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi
	-
	 
	 
	1 dokumen
	499.914.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Dokumen
	750.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20.02.1.01.0016
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
	 
	 
	 
	100 %
	99.978.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 100%
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20.02.1.01.0017
	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
	 
	 
	 
	100 %
	99.984.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 100%
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20.02.1.01.0018
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral
	 
	 
	 
	100 %
	99.982.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 100%
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20.02.1.01.0019
	Peningkatan kualitas statistik sektoral

	 
	 
	 
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
	 
	 
	 
	90 %
	99.998.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 100%
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.20.02.1.01.0020
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

	 
	 
	 
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
	 
	 
	 
	100 Orang
	99.972.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 100 Orang
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	 
	 
	 
	 
	 
	917.464.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.150.000.000,00
	 

	1
	2.21.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	 
	 
	 
	 
	 
	917.464.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	4.150.000.000,00
	 

	 
	 
	[ Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ]
	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
	81.00
	79.69
	63.00
	68.00
	917.464.000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	68.00
	4.150.000.000,00
	-

	 
	2.21.02.1.01
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi
	-
	 
	 
	2 dokumen
	848.341.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	4.000.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.01.0005
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	 
	 
	 
	1 Laporan
	545.783.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Laporan
	350.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.01.0006
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
	 
	 
	 
	37 Perangkat Daerah
	59.036.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 37 Perangkat Daerah
	300.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.01.0007
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
	 
	 
	 
	1 Laporan
	133.787.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	 1 Laporan
	3.000.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.01.0008
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur,
Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.
	 
	 
	 
	1 Dokumen
	109.735.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Dokumen
	350.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.02
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	-
	 
	 
	32 Perangkat Daerah
	69.123.000,00
	 
	 
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	32 Perangkat Daerah
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	2.21.02.1.02.0002
	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.
	 
	 
	 
	1 Kegiatan
	69.123.000,00
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	-
	-
	Organisasi Perangkat Daerah
	1 Kegiatan
	150.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	 
	J U M L A H
	38.447.858.889,00
	 
	45.845.000.000,00
	 







BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih fokus, terukur, dan sinergis, serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Seluruh perencanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan peran walidata, serta terjaminnya perlindungan sistem informasi pemerintahan daerah.
Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja tahun 2026 adalah :
1. Keterbatasan anggaran kemungkinan akan berdampak pada skala dan cakupan pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penajaman prioritas dan efisiensi pelaksanaan secara berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar program yang bersifat lintas sektor, seperti SPBE, Satu Data Indonesia, dan pengelolaan PPID dapat berjalan secara terintegrasi. 
Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi tahun 2026 berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Efisiensi dan efektivitas, dengan memastikan setiap kegiatan memberikan kontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah;
2. Transparansi dan akuntabilitas, melalui pelaporan yang terbuka, berbasis kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansi;
3. Kolaborasi dan sinergi, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat dan sektor swasta.

Sebagai rencana tindak lanjut dari pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :
1. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran, melalui koordinasi dengan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan alokasi anggaran.
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 secara berkala untuk memastikan capaian indikator kinerja.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan responsif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas menuju World Class Government di Provinsi Riau.    


          Pekanbaru,     Oktober 2025

           Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
         dan Statistik Provinsi Riau




                     TEZA DARSA, M.Eng
Pembina Utama (IV/a)
  	            NIP. 19801213 201001 1 006
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	PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Jl. Diponegoro No. 24 A, Pekanbaru, Telp.(0761) 45505 FAX. (0761) 45505
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts.    /Diskominfotik-SEKRE/II/2025
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau,

	Menimbang



















	:



















	a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6808);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Riau No 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor ….)



MEMUTUSKAN:

	Menetapkan KESATU
	:
:


	
Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
b. melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan dokumen kebijakan lainnya.
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait lainnya;
d. melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
e. Perumasan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; 

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru  		
Pada tanggal     Februari 2025

                 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
                 dan Statistik Provinsi Riau




    IKHWAN RIDWAN, SH, MSi
    Pembina Utama Madya/IV.d
                         NIP. 19650904 199703 1 001

	

LAMPIRAN
	 :
	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

	
	
	NOMOR
	: Kpts.   /Diskominfotik-  
   SEKRE/II/2025

	
	
	TANGGAL
	:      Februari 2025


  

TIM  PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU 

	NO.
	NAMA JABATAN
	KEDUDUKAN
DALAM TIM

	1.
	Kepala Dinas
	Penanggung Jawab

	2.
	Sekretaris
	Ketua

	3.
	Ketua Tim Perencana
	Sekretaris

	4.
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Anggota

	5.
	Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi 
	Anggota

	6.
	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
	Anggota

	7.
	Kepala Bidang Statistik
	Anggota

	8.
	Kepala Bidang Persandian
	Anggota

	9.
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota

	10.
	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Anggota

	11.
	Perencana Ahli Muda
	Anggota

	12.
	Penelaah Teknis Kebijakan
	Anggota

	13.
	  Pengelola Data
	Anggota

	14.
	  Electronik Data Processing
	Anggota

	15.
	  Technical Suport Administration
	Anggota



                 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
                 dan Statistik Provinsi Riau




    IKHWAN RIDWAN, SH, MSi
    Pembina Utama Madya/IV.d
                         NIP. 19650904 199703 1 001
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TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

        44.790.668.137                  45.708.379.469             79.999.047.606 

 Meningkatnya Penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik 

yang berbasis teknologi informasi 

Meningkatnya keterbukaan informasi

publik Pemerintah Daerah Provinsi Riau;

 Nilai Keterbukaan Informasi Publik   Poin                90,25  7.475.000.000                     92,50           7.050.000.000  92,50       13.825.000.000 

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

40.340.668.137          41.311.233.842              71.151.901.979            

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Akses dan Kualitas Informasi 

Publik Pemerintah Daerah

Persen 81,5 Persen 7.475.000.000            84,5 Persen 7.050.000.000                84,5 Persen 13.825.000.000            

2 16 02 101 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi 

dan komunikasi publik pemerintah daerah 

provinsi

Dokumen Dokumen 7.475.000.000            Dokumen 7.050.000.000                Dokumen 13.825.000.000            

2 16 02 101 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. 

terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di 

Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan 

relasi media

Laporan 4 Laporan           2.300.000.000  4 Laporan               2.500.000.000  8 Laporan              4.800.000.000 

2 16 02 101 0015 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Konten 4 Konten              500.000.000  4 Konten                  500.000.000  8 Konten              1.000.000.000 

2 16 02 101 0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Komunikasi Publik

Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang 

difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan

Orang 50 Orang              300.000.000  50 Orang                  300.000.000  100 Orang                 600.000.000 

2 16 02 101 0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik

Persentase khalayak sasaran yang terpapar 

informasi terkait peraturan bidang informasi 

dan komunikasi publik

Persentase 15,15%

Persentase

             100.000.000  24.24%

Persentase

                 100.000.000  39,39%

Persentase

                200.000.000 

2 16 02 101 0018 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi 

publik

Persentase 100 Persentase              100.000.000  100 Persentase                  100.000.000  100 

Persentase

                200.000.000 

2 16 02 101 0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang 

disusun

Dokumen 1 Dokumen              100.000.000  1 Dokumen                  100.000.000  2 Dokumen                 200.000.000 

KEPMENDAGRI 900.1.15.5-13179 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

KODE SATUAN

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR

2025 2026

(3)

Tujuan:

Sasaran 1

DINAS KOMUNIKASI,M INFORMATIKA, DAN STATISTIK
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2 16 02 101 0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata 

Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam 

Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik

Jumlah laporan Dukungan Administratif, 

Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah yang akuntabel serta disampaikan 

kepada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika

Dokumen 40 Dokumen           1.450.000.000  40 Dokumen               1.100.000.000  40 Dokumen              2.550.000.000 

2 16 02 101 0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas 

Informasi Masyarakat

Jumlah Komunitas Informasi yang aktif 

mendiseminasikan informasi dan terdaftar di 

Dinas Kominfo

Komunitas 1 Komunitas           2.275.000.000  1 Komunitas               2.000.000.000  2 Komunitas              4.275.000.000 

2 16 02 101 0022 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang 

diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Permohonan 30 

Permohonan

             200.000.000  30 

Permohonan

                 200.000.000  60 

Permohonan

                400.000.000 

2 16 02 101 0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan 

Aspirasi Publik

Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu 

publik yang berkembang dan usulan agenda 

komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

Rekomendasi 1 Rekomendasi                75.000.000 1 Rekomendasi                    75.000.000  2 

Rekomendas

i

                150.000.000 

2 16 02 101 0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik 

pemerintah daerah yang dikelola maupun 

pemanfaatan media berbayar sesuai 

kriteria/juknis

Media 1 Media                75.000.000  1 Media                    75.000.000  2 Media                 150.000.000 

Meningkatnya Kualitas Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indek Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE)

 Poin  3,05     37.315.668.137  3,10         38.658.379.469  3,10       66.174.047.606 

2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 

INFORMATIKA

Persentase Pemenuhan Indikator SPBE Persen 87,50 5.450.000.000            89,50 5.450.000.000                89,50 1.100.000.000              

2 16 03 101 Pengelolaan Nama Domain yang Telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Provinsi

JumlahHasilPengelolaanNamaDomainyang

Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau

Unit 1 Unit 100.000.000               1 Unit 100.000.000                   2 Unit 200.000.000                 

2 16 03 101 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain

dan Sub Domain Pemerintah Daerah

Dokumen 1 Dokumen              100.000.000  1 Dokumen                  100.000.000  2 Dokumen                 200.000.000 

2 16 03 102 Pengelolaan E-government di Lingkup

Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E

government Pemerintah Provinsi Riau

Dokumen 4 Dokumen 5.350.000.000            4 Dokumen 5.350.000.000                8 Dokumen 900.000.000                 

2 16 03 102 0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan

berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah

daerah

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0014 PenyelenggaranSistemPenghubungLayanan

Pemerintah Daerah

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Daerah

Aplikasi 9 Aplikasi              100.000.000  9 Aplikasi                  100.000.000  9 Aplikasi                 200.000.000 

2 16 03 102 0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu

arsitektur dan petarencana SPBEPemerintah

Daerah

Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah

Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan

peta rencana yang diusulkan

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di

lingkungan Pemda

Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan

SPBE di lingkungan Pemda

Laporan 1 Laporan              100.000.000  1 Laporan                  100.000.000  2 Laporan                 200.000.000 

2 16 03 102 0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan

Aplikasi Khusus yang sesuai dengan

arsitektur dan petarencana SPBEpemerintah

daerah

Jumlah aplikasi khusus yang dibangun

dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan

peta rencana SPBE pemerintah daerah

Aplikasi 6 Aplikasi              100.000.000  6 Aplikasi                  100.000.000  6 Aplikasi                 200.000.000 

Sasaran 2
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2 16 03 102 0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan

Provinsi Cerdas

Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan

perangkat daerah di pemerintahan provinsi

yangmendapatkansosialisasiprogramProvinsi

Cerdas

Unit 13  Unit                75.000.000  13  Unit                    75.000.000  13 Unit                 150.000.000 

2 16 03 102 0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah

Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra

Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

Kabupaten/ 

kota

1 Kabupaten/ 

kota

             100.000.000  1 Kabupaten/ 

kota

                 100.000.000  1 

Kabupaten/

kota

                200.000.000 

2 16 03 102 0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional JumlahAplikasiSPBEPemerintahDaerahyang

sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional

Aplikasi 1 Aplikasi                75.000.000  1 Aplikasi                    75.000.000  1 Aplikasi                 150.000.000 

2 16 03 102 0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan

Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan

Portal pelayanan Pemerintah Daerah

terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik,

Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau

Portal Data Nasional

Layanan 2 Layanan                75.000.000  2 Layanan                    75.000.000  2 Layanan                 150.000.000 

2 16 03 102 0022 Koordinasi penyusunan rencana dan

anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Jumlahdokumenusulanrencana dananggaran

SPBE Pemerintah Daerah yang telah

dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat

Daerah dan disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi perencanaan

pembangunan daerah dan Perangkat Daerah

yang membidangi anggaran dan keuangan

daerah

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan

Manajemen SPBE

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai

kewenangan Dinas Kominfo

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka

penyelenggaraanAuditTIKsesuaikewenangan

Dinas Kominfo

Dokumen 1 Dokumen              100.000.000  1 Dokumen                  100.000.000  2 Dokumen                 200.000.000 

2 16 03 102 0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas

Kominfo

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat

Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan

akses internet yang disediakan oleh Dinas

Perangkat 

Daerah

37 Perangkat 

Daerah

          2.000.000.000  37 Perangkat 

Daerah

              2.000.000.000 37 Perangkat 

Daerah

             4.000.000.000 

2 16 03 102 0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum

SPBE

Jumlah Aplikasi Umum yang telah

dimanfaatkan

Aplikasi 4 Aplikasi                75.000.000  4 Aplikasi                    75.000.000  4 Aplikasi                 150.000.000 

2 16 03 102 0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi

SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan

SPBE

Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi

Literasi SPBE dan/atau kolaborasi

penyelenggaraan SPBE

Dokumen 1 Dokumen                75.000.000  1 Dokumen                    75.000.000  2 Dokumen                 150.000.000 

2 16 03 102 0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah

Daerah

Jumlah dokumen keterhubungan pusatkendali

dengan Pusat Data Nasional

Dokumen 1 Dokumen              100.000.000  1 Dokumen                  100.000.000  2 Dokumen                 200.000.000 

2 16 03 102 0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah

Daerah Provinsi

Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah

provinsi yang terhubungdenganJaringanIntra

Pemerintah Daerah Provinsi

Perangkat 

Daerah

37 Perangkat 

Daerah

          2.000.000.000  37 Perangkat 

Daerah

              2.000.000.000 37 Perangkat 

Daerah

             4.000.000.000 
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Terpenuhinya dukungan manajemen 

perkantoran

Persentase Pemenuhan Dukungan 

Manajemen Perkantoran

Persen 100 100 Persen 100 Persen

2 16 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen 

Perkantoran

Persen 100         27.415.668.137  100 Persen             28.811.233.842  100 Persen            56.226.901.979 

2 16 01 101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Dokumen Dokumen              200.000.000  Dokumen                  200.000.000   22 

Dokumen 

                400.000.000 

2 16 01 101 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 4 Dokumen              150.000.000  4 Dokumen                  150.000.000   8 Dokumen                  300.000.000 

2 16 01 101 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 7 Laporan                50.000.000  7 Laporan                    50.000.000   14 Laporan                  100.000.000 

2 16 01 102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan 

perangkat daerah yang dipenuhi

Dokumen 1 Dokumen         17.200.618.913  1 Dokumen             18.772.029.261   4 Dokumen            35.972.648.174 

2 16 01 102 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/ Bulan  100 Orang          17.200.618.913   100 Orang              18.772.029.261   100 Orang             35.972.648.174 

2 XX 01 103 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan barang milik daerah pada 

Perangkat Daerah yang dikelola

Laporan  1 Laporan               150.000.000   1 Laporan                   150.000.000   2 laporan                  300.000.000 

2 16 01 103 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Laporan  1 Laporan               150.000.000   1 Laporan                   150.000.000   2 laporan                  300.000.000 

2 XX 01 105 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian 

yang difasilitasi 

Paket  100 paket                 70.000.000   100 paket                     70.000.000   200 Paket                  140.000.000 

2 16 01 105 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket  100 paket                 70.000.000   100 paket                     70.000.000   200 Paket                  140.000.000 

2 XX 01 106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum 

yang di penuhi

Paket  27 paket            1.430.000.000   31 Paket                1.250.000.000   31 Paket               2.680.000.000 

2 16 01 106 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket  2 Paket                 50.000.000   2 Paket                     50.000.000   4 Paket                  100.000.000 

2 16 01 106 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

Paket  20 Paket               580.000.000   25 Paket                   400.000.000   45 Paket                  980.000.000 

2 16 01 106 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

Paket  2 Paket               250.000.000   2 Paket                   250.000.000   4 Paket                  500.000.000 

2 16 01 106 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

Paket  2 Paket               100.000.000   2 Paket                   100.000.000   4 Paket                  200.000.000 

2 16 01 106 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Laporan  1 Laporan               450.000.000   1 Laporan                   450.000.000   1 Laporan                  900.000.000 

2 16 01 107 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Laporan  1 Laporan               100.000.000   1 Laporan                   100.000.000   2 Laporan                  200.000.000 

2 16 01 107 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan  Paket   1 Paket               100.000.000   1 Paket                   100.000.000   2 Paket                  200.000.000 

2 16 01 108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang dipenuhi

Laporan  3 Laporan            7.365.049.224   3 Laporan                7.369.204.581   6 Laporan             14.734.253.805 

2 16 01 108 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Laporan  1 Laporan                 15.000.000   1 Laporan                     15.000.000   2 laporan                    30.000.000 

Sasaran 3
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2 16 01 108 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Laporan  1 Laporan                   5.000.000   1 Laporan                       5.000.000   2 laporan                    10.000.000 

2 16 01 108 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

Laporan  1 Laporan            7.345.049.224   1 Laporan                7.349.204.581   2 laporan             14.694.253.805 

2 16 01 109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

Unit 162 Unit              900.000.000  162 Unit                  900.000.000  162 Unit              1.800.000.000 

2 16 01 109 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

Unit  18 Unit               350.000.000   18 Unit                   350.000.000   18 Unit                  700.000.000 

2 16 01 109 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Unit  142 Unit               150.000.000   142 Unit                   150.000.000   142 Unit                  300.000.000 

2 16 01 109 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi

Unit  2 Unit               150.000.000   2 Unit                   150.000.000   2 Unit                  300.000.000 

2 16 01 109 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Unit 2 Unit              250.000.000  2 Unit                  250.000.000   2 Unit                  500.000.000 

Meningkatnya pengelolaan pelayanan 

Statistik Sektoral dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah

Indeks Pembangunan Statistik     80.000.000  2,16 500.000.000          2,17 500.000.000              2,16 1.000.000.000         

2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

STATISTIK SEKTORAL

Indeks Pembangunan Statistik Persen 2,16 500.000.000               2,17 500.000.000                   2,17 1.000.000.000              

2 20 02 101 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah Provinsi

Jumlah dokumen data statistik sektoral 

dilingkup daerah provinsi

Dokumen Dokumen 500.000.000               Dokumen 500.000.000                   Dokumen 1.000.000.000              

2 20 02 101 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan 

di bidang statistik

Orang 100 Orang              100.000.000  100 Orang                  100.000.000  200 Orang                 200.000.000 

2 20 02 101 0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral



Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis 

tepat waktu

Persentase 90 Persentase              100.000.000  90 Persentase                  100.000.000  100 

Persentase

                200.000.000 

2 20 02 101 0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap 

Sistem Statistik Nasional

Persentase Perangkat Daerah yang 

menggunakan data Statistik untuk 

Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi 

Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan

Persentase 100 Persentase              100.000.000  100 Persentase                  100.000.000  100 

Persentase

                200.000.000 

2 20 02 101 0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral 

Sesuai Standar

Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta 

rekomendasi dari Pembina Data Statistik

Dokumen 3 Dokumen              100.000.000  3 Dokumen                  100.000.000  6 Dokumen                 200.000.000 

2 20 02 101 0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang 

sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah 

dilengkapi metadata

Dokumen 1 Dokumen              100.000.000  1 Dokumen                  100.000.000  2 Dokumen                 200.000.000 

Sasaran 4


image9.emf
Meningkatnya penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan 

informasi

Persentase Tingkat Kematangan dan 

Keamanan Siber

 Persen  80 3.950.000.000       85 3.897.145.627           85 7.847.145.627         

2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 

INFORMASI

Persentase Tingkat Kematangan dan 

Keamanan Siber

Persen 80 3.950.000.000            85 3.897.145.627                85 7.847.145.627              

2 21 02 101 Penyelenggaraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Provinsi

Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan 

Persandian Pemerintah Daerah Provinsi

Dokumen 2 Dokumen 3.850.000.000            2 Dokumen 3.797.145.627                4 Dokumen 7.647.145.627              

2 21 02 101 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah yang Ditetapkan

Dokumen 1 Dokumen              300.000.000  1 Dokumen                  300.000.000  2 Dokumen                 600.000.000 

2 21 02 101 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi

Laporan 1 Laporan           3.000.000.000  1 Laporan               2.947.145.627  2 Laporan              5.947.145.627 

2 21 02 101 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

Laporan 1 Laporan              300.000.000  1 Laporan                  300.000.000  2 Laporan                 600.000.000 

2 21 02 101 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah 

Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Perangkat 

Daerah

37 Perangkat 

Daerah

             250.000.000  37 Perangkat 

Daerah

                 250.000.000 37 Perangkat 

Daerah

                500.000.000 

2 21 02 102 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi 

Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi 

antar Perangkat Daerah Provinsi

             100.000.000                   100.000.000                  200.000.000 

2 21 02 102

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung 

dalam Jaring Komunikasi Sandi

Perangkat 

Daerah

37 Perangkat 

Daerah

             100.000.000  37 Perangkat 

Daerah

                 100.000.000 37 Perangkat 

Daerah

                200.000.000 
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